Pemprov Gorontalo Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2023-
2024

https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-gelar-konsultasi-publik-revisi-rtrw-tahun-2023-2024/

Kota Gorontalo, Kominfotik — Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas PUPR
PKP menggelar konsultasi publik Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat
Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Ruang Ballroom Karawo, Kantor Bappeda Provinsi
Gorontalo, Kamis (22/6/2023).

“Namanya konsultasi publik ini akan menguji apakah usulan bapak ibu terhadap RTRW yang
akan diajukan masuk didalamnya atau tidak. Kalau tidak tentu akan ada penjelasannya, Kita
butuh penjelasan apa yang perlu dirubah bukan apa yang harus berubah dari Perda Nomor 4
Tahun 2011,” ungkap Ismail.

Usai membuka kegiatan konsultasi publik ini, Penjagub Ismail turut mengikuti pemaparan
yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Menurutnya, Perda
Tata Ruang perlu percepatan setelah sekian lama dibahas karena mempengaruhi perencanaan
pembangunan yang berwawasan pada lingkungan Pemprov Gorontalo.

Penjagub Ismail menegaskan seluruh stakeholder yang hadir dapat memahami dan mengikuti
dengan cermat revisi ranperda yang akan diusulkan ke DPRD itu. la tidak ingin timbul protes
dari kabupaten/kota setelah ranperda diusulkan.

“Kabupaten/kota yang mewakili ada yang paham tentang tata ruang? Tolong ini diperhatikan
dengan baik, jangan nanti sudah masuk ke DPR kemudian komplein kenapa PKSN nya
bertambah, PKL nya berubah,” tanya sekaligus tegas Ismail.

Sementara itu, Sofyan Ibrahim dalam paparannya menjelaskan empat tahapan terakhir revisi
ranperda RTRW diantaranya perubahan materi teknis RZWP3K dan proses asistensi teknis
dengan Subdit Wilayah 1l Kementerian ATR BPN pada Oktober 2021 — Desember 2022.
Kemudian target mendapatkan persetujuan teknis Kementerian KKP dan Rekom Peta Dasar
dari BIG pada Mei-Agustus 2022.
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Tahapan berikutnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Integrasi sejak
Oktober 2022 -Juni 2023. Hingga pada hari ini termasuk pada tahapan keempat yakni
pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi
publik.

“Setelah empat tahapan tadi, kita akan menunggu KLHS sementara diintegrasikan di
kementerian, dan ini akan coba kita dorong sampai minggu keempat bulan Juni. Dokumen
revisi tata ruang ini juga akan kita usulkan ke DPRD di minggu ke empat bulan Juni,” jelas
Sofyan.

Penetapan ranperda RTRW direncanakan pada September 2023. Sejak Februari hingga Juni
tim teknis revisi ranperda RTRW juga telah melakukan inisiasi awal untuk perlengkapan
administrasi pembahasan lintas sektor.

Pewarta : Mila
Sumber Berita:

1. https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-gelar-konsultasi-publik-revisi-rtrw-
tahun-2023-2024/ [diakses pada tanggal 23 Juni 2023].

2. https://gorontalo.antaranews.com/berita/224715/pemprov-gorontalo-gelar-konsultasi-

publik-revisi-rtrw [diakses pada tanggal 23 Juni 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
pada:

a. Pasal 1 angka 5, Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

b. Pasal 1 angka 10, Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan
Ruang.

c. Pasal 1 angka 13, Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untulk menentukan
Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

d. Pasal 1 angka 37, Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk
mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.

e. Pasal 2, Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
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b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

f. Pasal 13:

(1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir.

(3) Muatan pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(4) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

g. Pasal 15:

(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RTR pulau/kepulauan;

c. RTR KSN;
d. RZ KAW:; dan
e. RZ KSNT.

(2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;

c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;

o

rencana pembangunan jangka menengah provinsi;

e. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruahg wilayah kabupaten,
dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;

f. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

g. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian

implikasi penataan ruang nasional;

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/TPAL 3



m.

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi; dan

kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

(3) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat:

a.
b.

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah provinsi;

rencana Struktur Ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat
permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;

rencana Pola Ruang wilayah provinsi yang meliputi Kawasan Lindung yang
memiliki nilai strategis provinsi termasuk Kawasan Konservasi di Laut, dan
Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk Kawasan
Pemanfaatan Umum;

alur migrasi biota laut;

arahan Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan;

arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi
arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi;

arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota; dan

arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau,

embung, waduk, dan mata air.

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk:
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penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
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f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkernbangan
antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; dan
g. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
(5) Rencana tata ruang wilayah provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:250.000.
h. Pasal 16:
(1) Perr5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. pelibatan peran Masyarakat di provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah provinsi; dan
c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Pemangku
Kepentingan di provinsi.
(2) Proses Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penetapan metodologi yang digunakan.
b. pengumpulan data paling sedikit:
1. data wilayah administrasi;
2. data dan informasi kependudukan;
3. data dan informasi bidang pertanahan;
4. data dan informasi kebencanaan;
5. data dan informasi kelautan; dan
6. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:
1. analisis potensi dan permasalahan regional dan global; dan
2. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang
terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
d. perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
€. penyusunan rancangan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah provinsi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 merupakan peta
rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya.

(4) Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peta
termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan integrasi kajian lingkungan
hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 diatur dengan Peraturan

Menteri.

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan
Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang, pada:

a. Pasal 31:

(1) Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima)
tahunan.

(2) Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tahun kelima sejak RTR diundangkan.

b. Pasal 32:

(1) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan Kembali RTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali peraturan kepala
daerah kabupaten/kota tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh forum
penataan ruang.

(4) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan berdasarkan kriteria:
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a. penetapan kebijakan nasional yang Dbersifat strategis dalam peraturan
perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
c. Pasal 33:

(1) Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, dalam hal terjadi
ketidaksesuaian antara:

a. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau
b. RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota.

(2) Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dalam hal terjadi ketidaksesuaian
antara RTR dengan Batas Daerah.

d. Pasal 34:

(1) Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali RTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Menteri.

(2) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria paling
sedikit meliputi:

a. peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan/atau
b. dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan
pemanfaatan ruang.

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

a. dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
b. hasil pemantauan dan evaluasi RTR; dan
c. persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5) Terhadap permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

berupa:
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a. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

b. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada
perlu direvisi.

(6) Ketentuan mengenai permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah
kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai
rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

e. Pasal 35:

(1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dilaksanakan
menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.

(2) Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui
pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau
peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR.

f. Pasal 36, Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) untuk
permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kewenangan

penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Dirjen.
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